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Abstrak 

 
 Keberadaan guru, yang nyambi sebagai tukang ojek, penjaga, malam dan kisah memilukan 
lainnya seperti yang tersembul dalam penggalan bait himne guru, laksana embun penyejuk dalam 
kehausan, serta patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa, semoga di era reformasi dan sertikasi 
tidak akan terdenga lagi. Pemerintah di Era Kabinet Bersatu berupaya untuk meningkatkan  
kesejahteraan  guru  dilakukan  sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
Undang–Undang tersebut mengamanatkan adanya tunjangan guru sebagai profesi yang merupakan 
angin segar bagi masyarakat guru, meskipun harus melalui  sertifikasi  terlebih dahulu. Sertifikasi 
kompetensi melalui pendidikan profesi guru sebagai upaya penjamin mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan di Indonesia mempunyai arti strategis dan mendasar dalam upaya peningkatan mutu 
guru. Sertifikasi merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi 
profesional guru. Oleh karena itu proses sertifikasi kompetensi dipandang sebagai bagian esensial 
dalam memperoleh sertifikat kompetensi yang diperlukan. bahwa guru sebagai tenaga profesional di 
bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh 
melalui pendidikan tinggi Program Sarjana atau Program Diploma IV yang sesuai dengan tugasnya 
sebagai guru. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Peran LPTK bersinergi dengan 
pemerintah adalah mengawasi dan memantau pelaksanaan sertifikasi sehingga benar-benar dapat 
dilaksanakan sesuai harapan. Sebagai wahana pendidikan, perguruan tinggi LPTK harus menyiapkan 
seperangkat aturan, metode, dan strategi pendidikan yang dalam konteks pemberdayaan guru mesti 
mengacu pada pencapaian standar peningkatan mutu dan kualitas guru. 
 
Kata Kunci: Profesional Guru, Kompetensi, Sertifikasi, LPTK 
 
 
A. PENDAHULUAN 
  

Hampir semua orang mengakui betapa besarnya jasa guru dalam mencetak generasi 
basioanlngsa yang terus mengharumkan negeri ini. Namun di balik gemerlap jasa tersebut, tak sedikit 
muncul kisah-kisah pilu yang menyelimuti eksistensi guru. Ada guru yang nyambi menjadi tukang ojek, 
pedagang asongan, tukang bakso, dan sebagainya. Kisah-kisah tersebut tentu merupakan sebuah 
ironi yang mencuatkan sinyal bahwa tingkat kesejahteraan guru masih memprihatinkan. Maka, cukup 
beralasan jika guru terpaksa melakukan pekerjaan lain di luar profesinya hanya sekadar memenuhi 
tuntutan ekonomi saban hari. 

Oleh karena itu, acapkali profesi guru jarang dilirik karena diasumsikan sebagai profesi 
inferior. Padahal keberadaan guru, seperti yang tersembul dalam penggalan bait himne guru, laksana 
embun penyejuk dalam kehausan, serta patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Artinya, 
keberadaan guru adalah hal yang niscaya bagi kehidupan manusia dalam mengenal dunianya. Tak 
ada yang menyangkal bahwa tanpa guru mustahil lahir generasi jenius berotak Habibie yang akan 
membangun peradaban di negeri ini. 

Dalam pekerjaan guru, sangat jelas bahwa mereka melakukan sesuatu pekerjaan yang 
berguna bagi perkembangan hidup anak-anak, di lingkungan sekolah dan bahkan menyarakat di 
mana mereka tinggal. Dengan menjalankan tugas sebagai guru yang baik, dengan membantu anak-
anak berkembang dalam semua aspek kehidupan, seorang guru semakin merasa hidup berarti, 
semakin menemukan identitas dirinya, semakin merasakan kepuasan batin yang mendalam (Suparno, 
2004).  

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), terus berupaya 
untuk mengangkat citra guru. Tujuannya jelas, agar profesi guru mampu bersaing dengan profesi-
profesi lainnya. Untuk mengembalikan citra guru tersebut cara yang ditempuh pemerintah adalah 
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dengan meningkatkan mutu tenaga pengajar di segala jenjang pendidikan dan menaikkan taraf 
kesejahteraannya. 

Dalam Buku Laporan Capaian Kerja Depdiknas tahun 2006 dengan jelas diakui pemerintah 
bahwa peran pendidik sangat menentukan mutu pendidikan. Di awal pemerintahan Kabinet Indonesia 
Bersatu ini, pemerintah segera membentuk direktorat jenderal baru yang menangani permasalahan 
guru dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan. 

Langkah taktis pun ditempuh. Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan landasan dan kerangka hukum bagi 
pengembangan guru dan dosen menjadi profesi. Ditegaskan dalam UU ini, kualifikasi minimal semua 
guru, terlepas dari jenjang pendidikan yang diasuhnya, adalah S1/D-IV. Sementara untuk dosen 
program S1 dan diploma minimal harus berkualifikasi S2, dan untuk yang mengajar program S2 dan 
S3 minimal harus berkualifikasi S3. 

B.  PEMBAHASAN 
1. Profesionalisme Guru 

 Menurut  Makagiansar  (1996),  memasuki  abad  21  pendidikan  akan mengalami  
pergeseran  dan  perubahan paradigma  yang  meliputi  pergeseran paradigma:  (1)  dari  belajar  
terminal  ke  belajar  sepanjang  hayat,  (2)  dari  belajar berfokus  penguasaan  pengetahuan  ke  
belajar  holistik,  (3)  dari  citra  hubungan guru-murid yang bersifat  konfrontatif  ke  citra  hubungan  
kemitraan,  (4)  dari pengajar  yang  menekankan  pengetahuan  skolastik  (akademik)  ke  penekanan 
keseimbangan fokus pendidikan  nilai, (5) dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye 
melawan  buta  teknologi,  budaya,  dan  komputer,  (6) dari  penampilan guru  yang  terisolasi  ke  
penampilan  dalam  tim  kerja,  dan (7) dari konsentrasi eksklusif pada kompetisi kerja sama. 
Pergeseran  paradigma  tersebut  menuntut  adanya  upaya  peningkatan kualitas di bidang 
pendidikan, yang bukan sekedar mengejar target output semata-mata, tetapi yang  lebih penting 
adalah outcome, yaitu bagaimana kualitas  lulusan (output)  dalam menghadapi  tantangan  global  di 
masa mendatang. Paradigma  ini juga  berimplikasi  perlunya  guru  yang  berkompeten  dan  
professional  untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, yang diharapkan dapat 
menghasilkan output dan outcome yang baik sacara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana dalam 
amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia No.14 Tahun 2005, dikatakan bahwa guru  adalah  
pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik, mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  
melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan  demikian, dalam melaksanakan  tugas  
keprofesionalannya,  guru berkewajiban 1)  merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  proses  
pembelajaran  yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 2)  meningkatkan 
dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  
perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni; 3)  bertindak  obyektif  dan  tidak  diskriminatif  
atas  dasar  pertimbangan  jenis kelamin, agama,  suku,  ras, dan kondisi  fisik  tertentu, atau  latar 
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 4)  menjunjung  
tinggi peraturan perundang-undangan, hokum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; 
dan 5)  memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan undang-undang  
tersebut sangat  jelas bahwa guru merupakan key  person  in  classroom,  sehingga  guru  memiliki  
peran  yang  sangat  vital  dan fundamental  dalam  membimbing,  mengarahkan,  dan  mendidik  
siswa  dalam proses  pembelajaran  (Davies  dan  Ellison,  1992).  Karena  peran  mereka  yang 
sangat  penting  itu,  keberadaan  guru  bahkan  tak  tergantikan  oleh  siapapun  atau apapun  
sekalipun  dengan  teknologi  canggih. Alat  dan media  pendidikan,  sarana prasarana,  multimedia  
dan  teknologi  hanyalah  media  atau  alat  yang  hanya digunakan sebagai teachers` companion 
(sahabat – mitra guru).  
 Guru memiliki peran yang amat penting, terutama sebagai agent of change melalui proses 
pembelajaran. Menurut  Hartoyo dan Baedhowi( 2005) agar dapat berperan dengan efektif dan  
professional,  guru  harus  memiliki  beberapa  persyaratan,  antara  lain ketrampilan mengajar 
(teaching  skills),  berpengetahuan (knowledgeable), memiliki sikap profesionalisme (good  
professional  attitude), memilih, menciptakan dan menggunakan media (utilizing learning media), 
memilih metode mengajar yang sesuai, memanfaatkan teknologi  (utilizing  technology), 
mengembangkan  dynamic  curriculum,  dan  bisa memberikan  contoh  dan  teladan yang baik (good 
practices).  



Seminar Internasional, ISSN 1907-2066 
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

461 
 

 Ilustrasi  tersebut mempertegas keyakinan  bahwa  profesi guru merupakan bidang  pekerjaan 
khusus dan significant yang dilaksanakan  berdasarkan  prinsip sebagaimana  tertuang dalam UU 
Nomor 14 tahun 2005 sebagai berikut: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) 
memiliki  komitmen untuk meningkatkan mutu  pendidikan,  keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia; 
c)  memiliki  kualifikasi  akademik,  dan  latar  belakang  pendidikan  sesuai dengan bidang tugas; d) 
memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggungjawab atas 
pelaksanaan  tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 
prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan  keprofesionalan  secara berkelanjutan 
dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  
tugas keprofesionalan;  dan  i) memiliki  organisasi  profesi  yang  mempunyai kewenangan mengatur  
hal–hal yang  berkaitan  dengan  tugas keprofesionalan guru.   
 Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal (8) dan (10), bahwa   guru  yang  professional  wajib  
memiliki  kualifikasi akademik,  kompetensi,  sertifikasi  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi dasar  yang  harus  
dimiliki  guru  meliputi  kompetensi  paedagogik,  kompetensi personal atau kepribadian, kompetensi 
sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  
2. Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru  

 Menyikapi  tuntutan  profesionalisme  guru  yang  sarat  dengan  tuntutan akademis  dan  
non–akademis, membuat  kita  semakin  prihatin  apabila  tuntutan tersebut  tak  dapat  dipenuhi; dan 
apabila persyaratan sudah ‘dipenuhi’ apakah kesejahteraan  mereka  juga  ‘terpenuhi’. Dua  hal inilah 
yang seringkali  menjadi sebuah dikotomi yang berkepanjangan, sehingga tidak mengherankan 
apabila ada guru  yang  terpaksa mengajar ala  kadarnya  karena  capai  dan  ngantuk  setelah 
semalaman dia  terpaksa harus ‘ngojek’ atau menjadi  ‘pengemudi  pocokan’  atau bahkan menjual 
jasa ‘sebagai  penjaga malam’ dsb  sebagainya  untuk memenuhi kebutuhan  hidup  keluarganya  
karena  penghasilan mereka sebagai guru masih dapat  memenuhi  kebutuhannya  (Hartoyo,  2007). 
Di  samping itu, guru juga seringkali  dijadikan ‘kambing hitam’ apabila  hasil  belajar  siswa  kurang 
menggembirakan, misalnya banyak siswa yang nilai UN-nya jelek, banyak  yang  tidak lulus, banyak 
yang tidak naik kelas dan sebagainya. Menyikapi hal ini,  pemerintah  tidak  tinggal  diam.  Upaya-
upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  guru  telah  dan  terus  dilakukan  sejalan  dengan UU No. 
14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang–Undang tersebut dinyatakan adanya  
tunjangan guru  sebagai profesi yang merupakan angin segar bagi masyarakat guru, meskipun harus 
melalui  sertifikasi  terlebih dahulu. Secara praktis,  undang–undang  mendudukkan hak dan 
kewajiban  secara seimbang. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan  
profesionalisme guru antara lain sebagai berikut :  
1) Mengangkat Citra Guru 
          Kenapa saat ini citra guru merosot demikian tajam? Banyak hal yang patut dituding sebagai 
biang keroknya. Tapi yang jelas keterpurukan citra guru sebagai dampak menguatnya paradigma 
masyarakat bahwa menjadi guru adalah alternatif paling buncit ketika lowongan kerja susah dimasuki 
sekaligus dipandang sebagai nasib. 

Menurut penelitian banyak orang tak mau menjalani profesi tersebut, sementara mereka yang 
sudah menjadi guru beralih ke profesi lain yang memberikan kesejahteraan lebih baik. Menurut data 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, jumlah guru SD yang berpindah profesi per Juli 2004 
saja sudah mencapai 50,6 persen dari 993.108 guru yang ada.  

Hal ini jelas fenomena yang menyesakkan. Dari data tersebut bisa dibaca adanya unsur 
keterpaksaan menjadi guru, bukan perasaan terpanggil menjadi guru. David Hansen dalam bukunya, 
The Call to Teach (1995), mengungkapkan bahwa menjadi guru adalah panggilan hidup. Menurutnya, 
ada dua segi dalam panggilan, yaitu pekerjaan itu membantu mengembangkan orang lain di mana 
ada unsur sosial di dalamnya, dan pekerjaan itu juga mengembangkan dan memenuhi diri kita 
sebagai pribadi. Jelas pekerjaan guru terlibat dengan suatu pekerjaan yang mempunyai arti dan nilai 
sosial, yaitu berguna bagi perkembangan orang lain.  

Dalam pekerjaan guru, sangat jelas bahwa mereka melakukan sesuatu pekerjaan yang 
berguna bagi perkembangan hidup anak-anak, di lingkungan sekolah dan bahkan menyarakat di 
mana mereka tinggal. Dengan menjalankan tugas sebagai guru yang baik, dengan membantu anak-
anak berkembang dalam semua aspek kehidupan, seorang guru semakin merasa hidup berarti, 
semakin menemukan identitas dirinya, semakin merasakan kepuasan batin yang mendalam (Paul 
Suparno,2004).  
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Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), terus berupaya 
untuk mengangkat citra guru. Tujuannya jelas, agar profesi guru mampu bersaing dengan profesi-
profesi lainnya. Untuk mengembalikan citra guru tersebut cara yang ditempuh pemerintah adalah 
dengan meningkatkan mutu tenaga pengajar di segala jenjang pendidikan dan menaikkan taraf 
kesejahteraannya.  

Dalam Buku Laporan Capaian Kerja Depdiknas tahun 2006 dengan jelas diakui pemerintah 
bahwa peran pendidik sangat menentukan mutu pendidikan. Di awal pemerintahan Kabinet Indonesia 
Bersatu ini, pemerintah segera membentuk direktorat jenderal baru yang menangani permasalahan 
guru dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan. 

Langkah taktis pun ditempuh. Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan landasan dan kerangka hukum bagi 
pengembangan guru dan dosen menjadi profesi. Ditegaskan dalam UU ini, kualifikasi minimal semua 
guru, terlepas dari jenjang pendidikan yang diasuhnya, adalah S1/D-IV. Sementara untuk dosen 
program S1 dan diploma minimal harus berkualifikasi S2, dan untuk yang mengajar program S2 dan 
S3 minimal harus berkualifikasi S3. 
2) Sertifikasi 
 Sertifikasi kompetensi adalah proses pemerolehan sertifikat kompetensi guru yang 
dimaksudkan untuk memberikan bukti tertulis terhadap kinerja (performance) melaksanakan tugas 
guru sebagai perwujudan kompetensi yang dimiliki telah sesuai dengan standar kompetensi guru yang 
dipersyaratkan. Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan bukti atas kompetensi dan hanya 
diberikan setelah yang bersangkutan lulus pendidikan profesi guru lembaga pendidikan tinggi terpilih.  
 Sertifikasi kompetensi melalui pendidikan profesi guru sebagai upaya penjamin mutu pendidik 
dan tenaga kependidikan di Indonesia mempunyai arti strategis dan mendasar dalam upaya 
peningkatan mutu guru. Sertifikasi merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk 
meningkatkan kompetensi profesional guru. Oleh karena itu proses sertifikasi kompetensi dipandang 
sebagai bagian esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi yang diperlukan. 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi; 
ayat (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau 
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan 
pendidikan yang terakreditasi; (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan 
dan/atau lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan 
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 
 Oleh karena itu, pemerolehan sertifikat dalam pertemuan ilmiah, seperti seminar, diskusi 
panel, lokakarya, simposium, dan lain-lain bukanlah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi 
diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga 
masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah 
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga 
sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non kependidikan. 
Khusus untuk tenaga kependidikan, UU No 20 tahun 2003 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa 
pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Sementara itu, 
dalam pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi 
sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
 UU No 20 tahun 2003 Pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikasi pendidik 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 
terakreditasi. Jadi peran lembaga penyelenggara program pendidikan tenaga kependidikan yang 
terakreditasi sudah jelas dan tegas berwenang menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk 
TK,SD,SMP,SMA, dan SMK. Ijazah merupakan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau 
penyelesaian suatu jenjang pendidikan yang diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.  
 Lebih jauh Undang-Undang Guru pasal 7 ayat (1) menyebutkan, bahwa guru sebagai tenaga 
profesional di bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Ayat (2) Kualifikasi akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana atau 
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Program Diploma IV yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru; ayat (3) menyatakan, bahwa 
Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 
sesuai Standar Nasional Pendidikan, yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru setelah Program 
Sarjana atau Diploma 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Kualifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) 
diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, dalam pasal 25 diatur sebagai berikut: 
(1) Pendidikan profesi guru mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan profesi; (2) 
Persyaratan kelulusan untuk pendidikan profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi setelah 
memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan mendapat persetujuan dari menteri; (3) 
Calon guru yang memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh 
Sertifikat Kompetensi Guru dari perguruan tinggi yang bersangkutan. 
 
3. Peran LPTK 
 Dalam era reformasi pendidikan, terutama dalam hal peningkatan mutu dan kualitas guru, 
perguruan tinggi memegang peranan yang sangat signifikan. Apalagi sempat pula terendus praktik 
culas (oknum) guru yang berkeinginan sekali untuk lulus uji sertifikasi yang melakukan pemalsuan 
sertifikat agar bisa lolos sertifikasi. Mereka juga mulai mencari celah agar bisa memenuhi persyaratan 
undang-undang. Soal keharusan guru menyandang gelar sarjana atau diploma IV misalnya, diakali 
dengan cara kuliah di perguruan tinggi antah berantah. Yang penting, ijazah sampai di tangan. 
Mereka pun kerap tergoda mendatangi pabrik gelar pascasarjana karena penyandang gelar S2 
mendapat poin tinggi, 325. 
 Praktis culas inilah yang harus dipangkas. Sebab, praktik tak bermoral tersebut justru 
menciderai wibawa guru serta semakin menjauhkan guru dari standar mutu dan kualifikasi yang 
diharapkan. Ngeri kita membayangkan, bagaimana output pendidikan yang dihasilkan oleh (oknum) 
guru bermental culas tersebut. Oleh karena itu, LPTK bersinergi dengan pemerintah perlu mengawasi 
dan memantau pelaksanaan sertifikasi sehingga benar-benar dapat dilaksanakan sesuai harapan. 
Sebagai wahana pendidikan, perguruan tinggi LPTK harus menyiapkan seperangkat aturan, metode, 
dan strategi pendidikan yang dalam konteks pemberdayaan guru mesti mengacu pada pencapaian 
standar peningkatan mutu dan kualitas guru. 
 
 
C. PENUTUP 

 
Guru memiliki peran yang amat penting, terutama sebagai agent of change melalui proses 

pembelajaran. Agar dapat berperan dengan efektif dan  professional, guru  harus memiliki beberapa  
persyaratan,  antara  lain ketrampilan mengajar (teaching skills), berpengetahuan (knowledgeable), 
memiliki sikap profesionalisme (good professional attitude), memilih, menciptakan dan menggunakan 
media (utilizing learning media), memilih metode mengajar yang sesuai, memanfaatkan teknologi 
(utilizing  technology), mengembangkan  dynamic  curriculum, dan bisa memberikan contoh  dan  
teladan yang baik (good practices). 
 Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan  profesionalisme guru antara lain: 1) 
Mengangkat citra guru  agar profesi guru mampu bersaing dengan profesi-profesi lainnya menaikkan 
taraf kesejahteraannya. 2) Pemberian sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat kompetensi diberikan 
oleh penyelenggara pendidikan dan/atau lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga 
masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah 
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga 
sertifikasi. 
 LPTK bersinergi dengan pemerintah perlu mengawasi dan memantau pelaksanaan sertifikasi 
sehingga benar-benar dapat dilaksanakan sesuai harapan. Sebagai wahana pendidikan, perguruan 
tinggi LPTK harus menyiapkan seperangkat aturan, metode, dan strategi pendidikan yang dalam 
konteks pemberdayaan guru mesti mengacu pada pencapaian standar peningkatan mutu dan kualitas 
guru. 
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